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ABSTRAK
Ana Pebriyani, NIM. 219.057.20201.3380, Program Sarjana Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, 2023. Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Pembimbing Hj. Susiani, S.Sos., M.A.P.

Pemerintah kecamatan sebagai salah satu unsur pemerintahan tidak luput dengan konsep dasar pelayanan yang harus dilakukan dengan cepat ,karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, mengharuskan pegawai kelurahan yang ada di wilayah untuk selalu meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan agar dapat melayani masyarakat dengan baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa  Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif.  Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi.  Metode Analisis Data yang digunakan adalah analisis menurut Miles and Hubberman (2014).


Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong  dikategorikan Berkualitas.

           Kata Kunci :Kualitas, Pelayanan, Surat Pengantar Kartu Keluarga
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan perundang-undangan. Pelayanan publik menarik untuk dicermati karena kegiatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara atas suatu barang atau jasa dan pelayanan administrasi yang terkait dengan kepentingan publik. Orientasi kegiatannya adalah barang-barang publik dan pelayanan publik sehingga dalam dinamika kehidupan, masyarakat yang bertindak selaku konsumen akan berhubungan atau terkait dengan kegiatan pelayanan publik. Selain itu perlu diketahui bersama bahwa sumber dana kegiatan pelayanan publik berasal dari masyarakat melalui pajak sehingga wajar apabila masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang baik dan berkualitas.

Kualitas layanan (Service Quality) pada sebuah instansi pemerintahan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi masyarakat atas layanan yang nyata-nyata mereka terima, dengan layanan yang sesungguhnya. Perbedaan antara perceived services dengan expected services dapat menimbulkan gap atau kesenjangan. Kesenjangan atau gap akibat tidak terpenuhinya harapan terhadap layanan yang diberikan, menurut Parasuraman dalam Sabihaini (2002), dapat diukur dengan instrumen yang disebut servqual instrument yang terdiri atas lima dimensi, yaitu: Tangible, Reliability, Responsive, Assurance, Emphaty. 

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat memberikan layanan dari semua kebutuhan masyarakat seperti perijinan,kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran) dan kebutuhan masyarakat lainnya sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat selalu membuat program baru bagi masyarakatnya, adapun progam baru tersebut hanya bisa digunakan jika syarat atau standar telah dipenuhi, biasanya syarat yang digunakan harus melewati persetujuan dari instansi pemerintahan di daerah seperti kecamatan ataupun kelurahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 15 bahwa penyelenggaraan publik menyediakan sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan penyelenggaraan publik memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. sedangkan menurut keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara ( kepmenpan) nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum pelayanan publik, di disebut kegiatan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan atau  instansi pemerintahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan Rancangan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 mengenai Kelurahan, sehingga dengan peraturan tersebut mengharuskan aparatur Pemerintah kelurahan dapat mengurus pemerintahannya sendiri sehingga diharapkan dapat memberikan sebuah pelayanan publik yang berkualitas dalam setiap pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam kaitannya hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam publik service atau pelayanan  umum, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah kecamatan sebagai salah satu unsur pemerintahan tidak luput dengan konsep dasar pelayanan yang harus dilakukan dengan cepat ,karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, mengharuskan pegawai kelurahan yang ada di wilayah untuk selalu meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa kantor kelurahan harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan agar tercipta kepuasaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat merasa puas jika kinerja yang dirasakan sesuai ekspektasinya, sebaliknya masyarakat akan merasa kecewa jika kinerja yang dirasakan di bawah ekspektasinya.

Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Pemerintah menjadi Citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. sebagian masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. pada sama menganggap rendah kinerja birokrasi. pelayanan yang diberikan secara umum belum memuaskan masyarakat pelayanan yang diberikan terlalu berbelit-belit dengan berbagai alasan yang kurang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga  pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan efisien. keadaan demikian membuat masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik tidak terpuaskan. semua itu berakibat masyarakat enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah secara langsung.
Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong salah satunya yaitu pengurusan surat kartu keluarga.
Pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan dimana karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan dan penampilan kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perumusan karakteristik yang dibuat oleh para ahli. 

Menurut Simamora karakteristik layanan jasa terdiri atas empat, yaitu: 

1. Intangibility (tidak berwujud) Layanan jasa yang bersifat intangibility artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, dan didengar sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat menilai hasil dari layanan sebelum ia menikmatinya sendiri. Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa tersebut.

2. Inseparability (tidak terpisahkan) Layanan jasa biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jika seseorang melakukan layanan maka penyedianya adalah bagian dari layanan. Karena konsumen juga hadir pada saat layanan itu dilakukan, interaksi antara penyedia layanan dan konsumen merupakan ciri khusus dalam pemasaran layanan jasa.

3. Variability (bervariasi) Layanan jasa sangat bersifat variabel karena merupakan nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana layanan tersebut dihasilkan.

4. Perishability (mudah lenyap) Layanan jasa merupakan komoditas yang tidak dapat tahan lama dan tidak dapat disimpan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jasa dihasilkan pada saat ada permintaan akan jasa tersebut dan permintaan ini tidak dapat ditunda.

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. menurut Kurniawan(  Mulyadi, 2016) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi pelayanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. berikutnya menurut Sinambela (  Pasolong, 2016) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang memiliki Setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan  menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.   dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia ( titik-titik badudu, 2000:  781- 782) dijelaskan  pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. pentingnya ukuran ini juga memperlihatkan bahwa birokrasi publik cenderung menetapkan target dan dalam pencapaian target Mereka cenderung menghindari kelompok miskin, rentan dan terpencil. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam menyikapi masalah yang ada dalam masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dari instansi yang berwenang.
Zethaml kemudian mengembangkan dimensi-dimensi kualitas pelayanan dan metode pengukuran kualitas pelayanan dengan mengembangkan Metode SERVQUAL yang menyederhanakan 10 dimensi kualitas pelayanan menjadi 5 dimensi seperti yang dikemukakan Gronroos dalam (Fitzimmons dan Fitzimmons (2001:44) dengan menggunakan kelima dimensi dari Parasuraman et al. (1990), dapat menggambarkan bagaimana mekanisme serta ukuran mengenai kualitas jasa dan kesenjangan yang terjadi antara pemberi layanan dengan penerima layanan. Kesenjangan dimaksud adalah adanya perbedaan antara harapan-harapan masyarakat dengan kenyataan kualitas layanan yang sebenarnya diterima dari lembaga atau petugas pemberi layanan tertentu. Pada titik inilah sebenarnya akumulasi permasalahan kualitas pelayanan akan tercermin, yaitu dari munculnya ketidakpuasan dan keluhan-keluhan masyarakat atas pelayanan yang mereka terima. Akhirnya Ada lima Indikator kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, Parasaruman dan Berry dalam Hardiansyah (2011:46)

a. Tangible (Jelas/berwujud) yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen. Atau kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran komputerisasi administrasi, ruang tunggu tempat Informasi.

b. Reliability (kehandalan) yaitu suatu pelayanan yang balk ditandal dengan adanya pemberian pelayanan yang tepat dan benar. Atau kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.

c. Responsiveness (ketanggapan) yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen atau kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat. serta tanggap terhadap keinginan konsumen.

d. Assurance (kepastian/jaminan) yang ditandai dengan tingkat kemauan untuk etika dan moral dalam memberikan pelayanan. Atau kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawal dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

e. Emphaty (empati) yang ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Atau sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawal terhadap konsumen.

Dari hasil observasi peneliti, kenyataan yang terjadi di Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabaong dalam memberikan pelayanan permohonan pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga (KK) ditinjau dari aspek Tangible (jelas/berwujud), kualitas pelayanan cukup baik, hal ini ditandai dengan adanya pemenuhan sarana dan prasarana seperti pengadaan unit komputer serta ruang tunggu yang cukup nyaman. Dari aspek Reliabilty (kehandalan), pelayanan yang diberikan juga cukup baik hal ini dibuktikan dengan kemampuan institusi untuk memberikan pelayanan pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga (KK). Dari aspek Assurance (jaminan), kualitas pelayanan cukup baik, petugas dalam memberikan pelayanan bersikap ramah kepada masyarakat. Dari aspek Emphaty (empati), pelayanan juga cukup baik, ditandai dengan petugas yang menanyakan keperluan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Namun dari aspek Responsiveness (ketanggapan), peneliti mendapati bahwa petugas belum mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga (KK) yang memakan waktu yang cukup lama, dimana seharusnya pembuatannya hanya memerlukan waktu 30-60 menit saja. Lamanya pemberian pelayanan ini disebabkan oleh petugas yang tidak selalu berada di tempat, hal tersebut tentu saja menghambat proses pelayanan, pemohon layanan/masyarakat harus menunggu lama, beberapa pemohon yang belum mengerti prosedur layanan juga tidak dapat terlayani dengan baik karena tidak mendapatkan arahan atas persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga (KK).

Maka berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong” 
B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas Dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah antara lain :
Bagaimanakah kualitas pelayanan pembuatan surat pengantar kartu keluarga dilihat dari aspek responsiveness (ketanggapan) pada Kantor Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong ?
C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui kualitas dan menganalisa pelayanan pembuatan surat 

pengantar kartu keluarga dilihat dari aspek responsiveness (ketanggapan) pada Kantor Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.
D. MANFAAT PENELITIAN
Melalui  penelitian ini  kiranya dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut:
1. Secara teoritis
a. Penelitian mendukung kualitas pelayanan publik menurut Zeithhaml, Parasaruman dan Berry  dalam Hardiansyah ( 2011: 46) yang menggunakan indikator responsiveness ( ketanggapan).
b. Mendukung penelitian terdahulu oleh Silmi (2019) Susanto dan Anggraini (2019) , dan Akay, dkk (2021) bahwa kualitas pelayanan Kelurahan sudah efektif dan  berkualitas.
c. Tidak mendukung  penelitian oleh Hasyim, dkk (2021); Khaz, dkk (2023), bahwa kualitas pelayanan Kelurahan belum efektif dan berkualitas.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti untuk mengetahui pembuatan surat pengantar kartu keluarga dilihat dari aspek  responsiveness ( ketanggapan) pada Kantor Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong titik atau sebagai pembimbing bagi peneliti yang lain khususnya Penelitian terhadap masalah yang sama.
b. Bagi Lembaga Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan STIA Tabalong bagi mahasiswa yang membutuhkan.
c. Bagi Instansi
Sebagai informasi, sumbangan pemikiran bagi instansi yang 
berkaitan khususnya pada kantor Kecamatan Haruai kabupaten Tabalong.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Hasil penelitian terdahulu yang   relavan dan dapat dijadikan Suatu bahan perbandingan oleh penulis, berikut adalah penelitian terdahulu yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan kualitas pelayanan pembuatan surat pengantar kartu keluarga pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong:
1. Silmi (2019) dengan penelitian berjudul "Kualitas Pelayanan Administratif Di Kantor Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis". Hasil dari penelitian ini, yakni : 

(a) Pelayanan administratif di Kantor Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sebagian telah dilaksanakan dengan memenuhi standar kualitas, dan sebagiannya lagi belum memenuhi harapan masyarakat. Dari 12 indikator terdapat 6 indikator yang sudah memenuhi standar kualitas, sementara 6 indikator belum memenuhi standar kualitas, seperti : Keterbukaan pegawai untuk dapat memberikan informasi mengenai persyaratan pelayanan kepada masyarakat, kejelasan dari pegawai mengenai alur proses pelayanan tangung jawab petugas pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepastian dan kejelasan waktu penyelesaian pelayanan, kemampuan dan pengetahuan dari petugas untuk dapat memberikan pelayanan, adanya kepastian dan keberadaan petugas yang memberikan pelayanan. 

(b) hambatan-hambatan yang ditemukan dalam kualitas pelayanan administratif di Kantor Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diantaranya meliputi sikap pegawai yang kurang berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alur proses pelayanan, minimnya koordinasi, minimnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan, pemberian petunjuk teknis mengenai pelayanan belum dilakukan secara rutin dan berkala, minimnya keterampilan dan keahlian pegawai dalam mengoperasikan alat bantu dalam proses pelayanan, selain itu petugas pelayanan kurang memperhatikan kebutuhan dari penerima pelayanan. Adapun 

(c) upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan mengenai kualitas pelayanan administratif di Kantor Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis antara lain: Petugas berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alur proses pelayanan, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait guna pelayanan yang lebih baik, meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk dapat menunjang pelayanan yang optimal kepada masyarakat, adanya petunjuk teknis secara jelas mengenai alur proses pelayanan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini kemampuan petugas baik kualitasnya maupun kuantitasnya untuk dapat melakukan sosialisai mengenai informasi persyaratan pelayanan secara lebih baik, selain itu mengedepankan kebutuhan dari penerima pelayanan.

2. Susanto dan Anggraini (2019) dengan penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Kantor Camat Tabir Ulu belum terlaksana dengan baik secara keseluruhan, dilihat dari lima dimensi kualitas pelayanan publik yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Berwujud, ruang tunggu yang belum dilengkapi dengan pendingin ruangan seperti AC, sehingga masyarakat belum merasa nyaman diruang tunggu. Kehandalan, kecepatan pegawai dalam pengurusan administrasi sudah tergolong baik, terlihat dari kemampun dan keahlian dalam penggunaan teknologi yang ada di kantor sebagai alat bantu dalam proses melayani masyarakat. Ketanggapan, dalam melayani masyarakat belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, karena petugas dalam melakukan pelayanan belum sesuai dengan waktu yang tepat dan masih ada beberapa keluhan masyarakat yang belum dapat direspon dengan cepat. Jaminan, masih ditemukan pelayanan yang belum terjamin selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Empati, masih ditemukan perlakuan istimewa kepada masyarakat yang ada hubungan kekerabatan.

3. Hasyim, dkk (2021) penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”. hasil dari penelitian menunjukan kualitas pelayanan administrasi kependudukan oleh instansi tersebut kurang maksimal dikarenakan waktu tunggu dalam proses pelayanan cukup lama, kurangnya kapasitas SDM, dan optimalisasi fasilitas penunjang pelayanan yang kurang dimanfaatkan. Setelah mengetahui kendala yang mengakibatkan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut, saran yang dapat penuls berikan berdasarkan uraian kesimpulan sebelumnya yaitu perlu adanya sosialiasi kepada masyarakat terkait penggunaan fasilitas layanan yang diberikan dapat berupa poster maupun imbauan lainnya sehingga tidak perlu dijaga maupun diarahkan oleh petugas, hal demikian agar petugas yang ada dapat bekerja lebih.

4. Khaz, dkk (2023) penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Pada Kantor Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis” Melalui observasi yang dilakukan, penulis menemukan bebrapa gejala masalah yaitu: Masih kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas yang telah ditetapkan, dan masih ditemukan keluhan masyarakat mengenai jam kerja Aparatur yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kuliatas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Pada Kantor Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Pada Kantor Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari lima Indikator kualitas pelayanan yaitu Tangible (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), Empathy (Empati). Adapun faktor pendukung Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Pada Kantor Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu: (1) Terdapatkan empati (Empathy) yang baik dari petugas pelayanan kepada masyarakat. (2) Terdapatkan kehandalan (Reliability) yang dimiliki oleh petugas pelayanan pada Kantor Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Adapun faktor penghambat terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Pada Kantor Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu: (1) Kurangnya alat bantu dalam pelayanan berupa komputer dan printer. (2) Masih kurangnya akuntabilitas dalam Kualitas Pelayanan Di Kantor Lurah Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
5. Akay, dkk (2021) dengan penelitian yang berjudul “Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala” Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan masyarakat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat, dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan kualitas pelayanan ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Tikala Kota Manado dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja aparat kecamatan. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, juga berdasarkan pengamatan awal banyak dijumpai pegawai Kecamatan Tikala masih belum menerapkan kedisiplinan dalam bekerja. Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2005), penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan kedisiplinan pegawai di Kantor Kecamatan Tikala Kota Manado masih kurang optimal. Hal ini diketahui dari hasil penelitian dilihat dari aspek – aspek Ketepatan waktu , Kesetiaan/patuh pada peraturan yang ada, Penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor dan Kehadiran.

B. KERANGKA TEORI

1. PENGERTIAN KUALITAS

Pengertian Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Istilah pelayanan berasal dari kata layani" yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani Pada artinya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010.3) Pelayanan adalah proses pamenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2000:16-17). Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir (2007 128). Harbani Pasolong (2007:4). pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagal aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Kotler (2000.8) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Selanjutnya Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan.

Kasmir dalam Pasolong (2007:133), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan.kemampuan penyedia jasa pelayanan dalam memenuhi harapan pelanggan Cara konsisten.

Pengertian kualitas menurut Tjiptono (2007;132) terdiri dari beberapa poin diantaranya:

a. Kesesuaian dengan kecocokan tuntutan.
b. Kecocokan untuk pemakaian.
c. Perbaikan / penyempurnaan berkelanjutan.
d. Bebas dari kerusakan/cacat.
e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
f. Melakukan segala sesuatu secara benar dengan semenjak awal.
g. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Sinambela (2006:6), mendefinisikan kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan ( meeting the needs of costumers).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kualitas adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok, atau lembaga organisasi mengenal kualitas SDM, kualitas cara kerja, serta barang dan jasa yang dihasilkan Kualitas juga mempunyai arti yaitu memuaskan kepada yang dilayani baik secara Internal maupun eksternal yaitu dengan memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang telah memenuhi standar dan dilakukan secara maksimal yang harus dicapal oleh suatu organisasi atau instansi.
Pengertian kualitas dapat diartikan ke dalam tujuh poin yang meliputi kesesuaian dan kecocokan yang diharapkan oleh masyarakat serta selalu melakukan perbaikan apabila masyarakat merasa kurang puas akan pelayanan yang diberikan dengan cara malakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari awal dan melakukan sesuatu dengan benar. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang sudah diberikan oleh aparatur pemerintah.
Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, maka kualitas dapat dimaknal sebagai kinerja profesional, yang orientasinya terhadap pemenuhan dan kebutuhan masyarakat akan hak dasarnya berupa pelayanan Ada lima Indikator kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, Parasaruman dan Berry dalam Hardiansyah (2011:46)
a. Tangible (Jelas/berwujud) yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen. Atau kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran komputerisasi administrasi, ruang tunggu tempat Informasi, Indikatornya adalah:
1) Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan.
2) Kenyamanan tempat melakukan pelayanan.
3) Kemudahan dalam proses pelayanan.
4) Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan.
5) Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan.
b. Reliability (kehandalan) yaitu suatu pelayanan yang balk ditandal dengan adanya pemberian pelayanan yang tepat dan benar. Atau kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya, indikatornya adalah:

1) Kecermatan petugas dalam melayani.

2) Memiliki standar pelayanan yang jelas.

3) Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan.

4) Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses layanan.

c. Responsiveness (ketanggapan) yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen atau kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat. serta tanggap terhadap keinginan konsumen, lendikatornya adalah:

1) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan.

2) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat.

3) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat.

4) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat.

5) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat.

d. Assurance (kepastian/jaminan) yang ditandai dengan tingkat kemauan untuk etika dan moral dalam memberikan pelayanan. Atau kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawal dalam meyakinkan kepercayaan konsumen, indikatornya adalah:

1) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan. Yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun   waktu yang telah ditentukan.

2) Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan. Yaitu petugas memberikan jaminan biaya atau tarif dalam proses pemberian pelayanan.

3) Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan.

e. Emphaty (empati) yang ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Atau sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawal terhadap konsumen, indikatornya adalah:

1) Mendahulukan kepentingan pelanggan/pemohon.

2) Petugas melayani dengan sikap ramah.

3) Petugas melayani dengan sikap sopan santun.

4) Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (mombeda-bedakan).

5) Petugas melayani dan menghargal setiap pelanggan.

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka peneliti mengambil teori kualitas pelayanan publik dilihat dari aspek Responsiveness (ketanggapan) dengan indikator: 

1) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan. 

2) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

3) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. 

4) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 

5) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. Menurut Zeithaml, Parasaruman dan Berry dalam Hardiansyah (2011:46).

2. PENGERTIAN PELAYANAN

Pengertian Pelayanan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2006:26) pelayanan adalah keglatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses.

Sedangkan menurut Philip Kotler dalam Supranto (2006:228) karakteristik jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Intagible (tidak terwujud) Suatu jasa memiliki sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen.
2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserakan kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut
3. Variability (bervariasi) Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia jasa, penerima Jasa dan kondisi dimana jasa tersebut diberikan.
4. Perishabillty (tidak tahan lama) Daya tahan suatu jasa tergantung suatu situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor.
Agar pelayanan dapat memuaskan orang atau kelompok, maka pelaku yang bertugas melayanal harus memenuhi empat kriteria pokok (Moenir, dalam Tangkilisan 2007;208) yaitu:
1. Tingkah laku yang sopan.
2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang bersangkutan.
3. Waktu menyampaikan yang tepat.
4. Keramahtamahan.
Menurut Kotler (Lukman, 2000; 8) pelayanan merupakan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Itu menurut (Sampara 2000:8), pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan puasan pelanggan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (J.S. Badudu, 2001: 781-782) dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang mengiyakan; menerima: mengunakan.
3. PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Sinambela (2006:5), pelayanan publik adalah pemenuhan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah serangkalan aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agung Kurniawan dalam Pasolong (2007:135) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pakok dan tata cara yang telah ditetapkan.

4. PENGERTIAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 standar pelayanan publik sebagai berikut:

a. Prosedur pelayanan
Prosuder pelayanan yang dilakukan bagi pemberian dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang talah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memada oleh penyelenggraan pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Setiap penyelenggraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggraan pelayanan publik yang wajib ditaati atau penerima pelayanan.
5. BENTUK-BENTUK PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan realisasi atau wujud nyata keberadaan konsep administrasi publik. Administrasi publik yang bertujuan untuk menyajikan pelayanan yang baik, efesien, efektif dan akuntabilitasnya baik Pelayanan publik dibedakan dan beberapa bentuk pelayanan seperti berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 membedakan bentuk pelayanan menjadi 3 (tiga) sebagal berikut:

a. Pelayanan administratif.
Pelayanan yang menghasilkan sebagal bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atas penguasan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu tanda penduduk (KTP), akte pernikahan, akte kelahiran, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)

b. Pelayanan barang.
Pelayanan yang menghasilkan berbagal bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya Jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c. Pelayanan jasa (dalam Winarsih, 2005:24).

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk Jasa yang dibutuhkan oleh publik. misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan sebagainya

6. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK

Dalam keputusan MENPAN No. 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, disebutkan bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik meliputi: 

a. Kesederhanaan
Prosedur untuk menyelesaikan urusan tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan serta dipahami. Pengguna jasa layanan tidak harus bertanya-tanya terus terkait, dengan metode dan prosedur. Dengan damikian merasa enak dan tidak menggerutu (mudah dilaksanakan) 

b. Kejelasan
Persyaratan-persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk proses pelayanan jelas (tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda). Juga adanya kejelasan kewenangan pihak atau unit yang melayaninya serta kejelasan kepada siapa, di mana, kapan agar supaya pelanggan mudah apabila terjadi keluhan/complain.

c. Kepastian waktu
Dalam pengurusan yang sudah disepakati dan menjadi suatu ukuran pasti, kapan harus selesai. Sehingga pihak pelanggan dapat merencanakan tindakan selanjutnya.

d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima oleh pelanggan dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan
Produk pelayanan yang mungkin bisa terdiri dari barang, dokumentasi, jasa akan diterima oleh pelanggan dengan rasa aman dan adanya kepastian hukum.

f. Tanggung Jawab
Penyelenggaraan pelayanan (perusahaan/perorangan) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan serta penyelesaian urusan apabila terjadi permasalahan.

g. Kelengkapan saranan dan prasarana
Ketika terjadi proses maupun prosedur pelayanan maka tersedia sarana atau prasarana yang diperlukan yang mendukung lancarnya pelayanan.

h. Kemudahan akses untuk tempat

Pelanggan mudah untuk mencari tempat dimana lembaga berada.

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan

Orang-orang yang berurusan dengan proses pelayanan harus mempunyai mental dan melakukan tindakan disiplin, sopan dan ramah dalam melayaninya. Disiplin dapat berarti disiplin waktu sesuai yang ditentukan disiplin tempat, dimana harus sesuai, disiplin prosedur.

j. Kenyamanan

Tersedianya tempat layanan yang dapat memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. Tempat atau ruang tunggu yang representatif, lingkungan yang bersih indah dan rapi. Masih dalam upaya peningkatan kepuasan pada pelanggan maka dalam konsep pelayanan ada dikenal mengenai standar kualitas pelayanan.

7. PENGERTIAN KUALITAS PELAYANAN

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan pemerintah (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003) sebagai berikut:

a. Transparasi Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentu peraturan perundang-undangan.

c. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi efektifitas.

d. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

f. Keseimbangan untuk hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kualitas pelayanan Menurut Sampara (1999) dalam Hardiansyah 2011;35), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dilakukan dalam memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik. Sementara itu menurut Ibrahim (2008:22) dalam Hardiansyah (2011:40), atas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan can produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian atasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik tersebut. Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak ata birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok  yakni : Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi pelayan); kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan.

Dari Indikator-indikator kualitas pelayanan di atas diharapkan dapat menjadi landasan teori oleh peneliti dalam mengukur kualitas suatu pelayanan dalam kantor kecamatan yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

8. SURAT PENGANTAR KARTU KELUARGA
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dilakukan di kantor kecamatan domisili. Adapun tahapan pembuatan Surat pengantar kartu keluarga dari awal sampai dengan penerbitan,seperti berikut:

1. Meminta surat pengantar RT setempat
2. Mengisi formulir data

3. Penerbitan.
9. KERANGKA KONSEPTUAL









BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik kualitatif. Menurut pendapat Muhammad Ali, untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi dan membuat kesimpulan tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi. (Muhammad AlI, 1985: 20).

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan fenomena-fenomena yang diambil dari langkah-langkah pengumpulan data baik lewat observasi, angket. maupun dokumentasi.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. 

Menurut Moleong (2007:127), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dan objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan.

Dari judul penelitian ini yaitu “Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong”.

C. SUMBER DATA

1. Data primer, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari melakukan observasi di lapangan dan beberapa sumber.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain buku-buku ilmiah dan dokumen-dokumen yang terdapat di kantor kelurahan Suput.

D. SUMBER INFORMASI

Pada umumnya peneliti membutuhkan informan yang cukup banyak agar dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian. Namun karena adanya keterbatasan seperti kendala tenaga, waktu, dan dana, peneliti terpaksa membatasi banyaknya informan penelitian disesuaikan dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan saja, Dengan demikian, yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu berupa informan yang diharapkan dapat memberikan data-data yang sesuai dengan dengan variabel penelitian yang ditetapkan, sehingga mampu meberikan informasi yang sesuai fakta yang berada dilapangan sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan baik oleh peneliti sendiri maupun oleh informan. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu : 

	a.
	Sekretaris Camat
	:
	1 orang

	b.
	Kasi Pemerintahan
	:
	1 orang

	c.
	Masyarakat
	:
	3 orang 


E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
1. Observasi

Obsevasi yaitu suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Dengan teknik ini peneliti dapat memperoleh gambaran serta mengetahui bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan suatu cara mengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang menyangkut kegiatan di kantor kecamatan Haruai.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (sugiyono, 2013:244). Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh miles, huberman dan saldan (2014) yaitu menggunakan metode analisis interaktif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengumpulan data (data collection)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, yaitu catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Kondensasi data (data condensation)

Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini.

3. Penyajian data (data display)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai dikondensasi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

4. Kesimpulan penarikan atau verifikasi (conclusion drawing/verification)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Gambar 2 : komponen-komponen analisis data model interaktif
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Sumber : Miles dan huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014;14) 

Untuk memudahkan saya dalam menarik kesimpulan maka saya membuat kriteria pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1 : Kriteria Pengukuran

	No
	Kategori
	Bobot
	Kriteria

	1
	Sangat  berkualitas
	5
	Apabila ke-5 informan menjawab benar

	2
	Berkualitas
	4
	Apabila 4 informan menjawab benar

	3
	Cukup berkualatis
	3
	Apabila 3 informan menjawab benar

	4
	Belum berkualitas
	2
	Apabila 2 informan menjawab benar

	5
	Tidak berkualitas
	1
	Apabila 1 informan menjawab benar


G. WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan survey awal dan penetapan lokasi serta pengajuan judul proposal pada bulan Maret 2023, kemudian proposal disusun selama bulan April 2023 dengan bimbingan proposal dilakukan selama bulan April 2023, Selanjutnya proposal diseminarkan pada tanggal 5 Juni 2023, yang kemudian dilakukan perbaikan proposal pada bulan Juni. Dilanjutkan dengan penggalian data lapangan ke Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong pada tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023. Penulisan Skripsi dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023. Data yang terkumpul selama penelitian kemudian dianalisis selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 hingga akhirnya siap dipresentasikan dalam sidang skripsi pada tanggal 22 Juli 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. DESKRIPSI DATA

1. Gambaran Umum Kecamatan Haruai
Kecamatan Haruai terdiri dari 13 desa dengan ibu kota kecamatan berada didesa halong. Pada awalnya Kecamatan Haruai adalah salah satu kecamatan tertua dari lima kecamatan yang ada dikabupaten Tabalong yang berdiri sejak 1965 bertepatan dengan dibentuknya kabupaten Tabalong Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tepublik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 2765), dengan luas wilayah lebih kurang 1.187.27 km.

Kantor Kecamatan Haruai adalah kantor pelayanan administratif masyarakat dibawah Kabupaten Tabalong. Kantor ini beralamat di Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan kode pos 71572. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat Daerah Sebagai pelaksana taknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. 

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Haruai adalah sebagai berikut :

	Sebelah Utara
	Kecamatan Muara Uya

	Sebelah Selatan
	Kecamatan Tanjung

	Sebelah Timur
	Kecamatan Upau

	Sebelah Barat
	Kecamatan Bintang Ara


Total jumlah penduduk Kecamatan Haruai (keadaan sampai Tahun 2019) adalah 23.067 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak ada didesa hayup banyak 3.096 jiwa atau 13,42% dari total penduduk Kecamatan Haruai sedangkan jumlah penduduk terkecil ada didesa Suriyan sebanyak 710 jiwa atau 3,07% dari total penduduk Kecamatan Haruai (2019)
Tabel 4.1. total penduduk Kecamatan Haruai (2019)
	Jumlah laki-laki
	12.063 orang

	Jumlah perempuan
	11.661 orang

	Jumlah total
	23.724 orang


2. Visi Dan Misi Kantor Kecamatan Haruai
a. Visi

1.Mewujudkan Sebagai Instansi pemerintah yang memberikan pelayanan prima dan memperbadayakan masyarakat

b. Misi

1) Mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang beik melalui sistem layanan prima
2) Meningkatkan pembinaan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah kecamatan
3) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah kecamatan
3. Struktur Organisasi

Gambar 3 : Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Haruai Tahun 2022










Berikut ini adalah daftar nominatif pegawai Kantor Kecamatan Haruai
	No
	Nama/NIP
	Pangkat/

Gol
	Jabatan
	Tingkat

Pendidikan

	1
	HANDI YANUARDI, S,IP, MA

NIP.19880113 200701 1 001
	Pembina
(IV-a)
	Camat
	S.1

	2
	RAMUJI, S.Sos, KP

NIP.19680403 198912 1 002 
	Pembina
(IV-a)
	Sekretaris
	S.1

	3
	ASRANI, S.AP

NIP.19730701 200701 1 017
	Penata Tk.I
(III/d)
	Kasi

 Pemerin-tahan
	S.1

	4
	AHMAD MASYUDI,S.Sos,MIP

NIP.19871016 201101 1 003
	Penata Tk.I
(III//d)
	Kasi 

Kesra
	S.1

	5
	HADIJAH, A.MD

NIP.19830129 200501 2 013
	Penata

(III/c)
	Kasi 

Pemba-ngunan
	D-3

	6
	ARBAINSYAH Eff, S

NIP.19650603 198903 1 016
	Penata Tk.I
(III/d)
	Kasubag Umum & Kepega-waian
	S.1

	7
	MAYA LISANI,SSi,Apt,MM

NIP.19790522 200904 2 001
	Pembina

(IV-a)
	Kasubag Perencanaan
	S.1

	8
	TRI TOHA RAKHMAN, A.MD

NIP.19850520 200604 1 004
	Penata

(III/c)
	Kasi Trantib
	D-3

	9
	AKHMAD SAIDILLAH, A.MD

NIP.19971006 202012 1 005
	Pengatur

(II/c)
	Verifikator Keuangan
	D-3

	10
	ABDUL SYAHID

NIP.19690513 201001 1 002
	Pengatur

(II/c)
	Adminis-trasi Umum
	SLTA


4. Tugas Dan Fungsi komponen Pemerintah Kecamatan
a. Camat
1) Camat
merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretariat daerah kabupaten atau kota terhadap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
2) Camat mempunyai uraian tugas: 

1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, (atas dasar pelimpahan pelaksanaan dari bupati/wali kota) yang meliputi:

a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;

d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. (Pendanaan dibebankan pada APBN);

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pendanaan dibebankan pada APBD);

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Pendanaan dibebankan pada APBD);

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (Pendanaan dibebankan pada APBD);

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (Pendanaan dibebankan pada APBD);

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD);

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan (Pendanaan dibebankan pada APBD);

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD);

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pendanaan dibebankan kepada yang menugasi).
b. Sekretariat

1) Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Camat dan semua unsur di lingkungan Kecamatan.
2) Sekretaris mempunyai uraian tugas: 

1. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;

2. Mempersiapkan pembinaan kepegawaian, berkas usulan PNS dalam rangka kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun dan mutasi lainnya;

3. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

4. Merencanakan pengadaan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor;

5. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kecamatan;

6. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;

7. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan mengeluarkan uang Pemerintah Kecamatan;

8. Melaksanakan pengendalian tata naskah dinas yang meliputi pengurusan naskah dinas, surat masuk, naskah dinas surat keluar, penyimpanan, penerimaan dan peninjauan arsip;

9. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;

11. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas  kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
c. Kasi pemerintahan
1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;

2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;

3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;

4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;

5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;

6. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;

7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan;

8. Menyusun dokumen monografi kecamatan;

9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Kasi pembangunan

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

4. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;

5. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK;

6. Melaksanakan penyelenggaraan lomba kelurahan terbaik tingkat kecamatan;

7. Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat kecamatan;

8. Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;

9. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimbingan Massal (BIMAS), Infeksi Khusus (INFUS), dan penghijauan;

10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan kemasyarakatan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita;

11. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian kelurahan;

12. Melaksanakan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian dan bantuan pembangunan;

13. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;

15. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas  kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
e. Kasi kesra
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya

2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya

3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

4. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya

5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok 

a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan

b. pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan

c. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
f. Kasi trantib
1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

3. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan;

4. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS penanggulangan bencana;

5. Membina kegiatan Pos Siskamling;

6. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengarahan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;

7. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

8. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya;

9. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum, termasuk tertib perizinan;

10. Mencegah pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

11. Melaksanakan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;

13. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas  kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.
g. Kasubag umum & Kepegawaian
1. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan hukum;

2. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;

3. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;

4. Melaksanakan urusan rumah tangga;

5. Menerima, membaca, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat;

6. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;

7. Melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;

8. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;

9. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;

10. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;

11. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

12. Menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan asset pemerintah;

13. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

14. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor;

15. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;

16. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;

17. Menginventarisasikan barang-barang / perlengkapan asset pemerintah;

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai bidang tugasnya;

19. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas  kepada Sekretaris Camat sesuai standar yang ditetapkan.
B. TEMUAN PENELITIAN

Pada umumnya peneliti membutuhkan informan yang cukup banyak agar dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian. Namun karena adanya keterbatasan seperti kendala tenaga, waktu, dan dana, peneliti terpaksa membatasi banyaknya informan penelitian disesuaikan dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan saja, Dengan demikian, yang dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu berupa informan yang diharapkan dapat memberikan data-data yang sesuai dengan dengan variabel penelitian yang ditetapkan, sehingga mampu meberikan informasi yang sesuai fakta yang berada dilapangan sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan baik oleh peneliti sendiri maupun oleh informan.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada para informan mengenai Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan cara mewawancarai 5 (lima) orang informan. Berikut penjelasan saat peneliti mewawancarai Aparat kantor camat, dan Masyarakat Haruai untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) Pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang terdiri dari indikator-indikator responsiveness,sebagai berikut:

1. Petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan

a. Meminta surat pengantar RT setempat
Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah merespon pemohon yang ingin meminta surat pengatar RT setempat , hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "Ya, kami sudah merespon pemohon yang ingin meminta surat pengnatar RT setempat dan sebagai tahapan awal dalam pelayanan pembuatan surat pengantar kartu keluarga". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan "sudah, pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat terespon dengan baik sejauh ini". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "iya, kami sebagai ,masyarakat sudah mendapatkan respon pelayanan dari petugas dalam hal meminta surat pengantar RT setempat sebagai tahapan awal pembuatan surat pengantar kartu keluarga ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat serupa  juga disampaikan oleh Masyarakat 2, "iyasudah, saya direspon dan dilayani oleh petugas dalam meminta surat pengantar RT setempat ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 
Pendapat serupa  juga disampaikan oleh Masyarakat 3, "iya, saya sebagai pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat sudah direspon dan dilayani". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan diatas dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah pada langkah Meminta surat pengantar RT setempat. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan)berdasarkan indikator Petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dalam pemohon meminta surat pengantar RT setempat Sangat Berkualitas.

b. Mengisi formulir data
Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah merespon pemohon yang ingin mengisi formulir data, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "Sudah melakukannya, dengan merespon pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dalam hal mengisi formulir data pembuatan surat pengantar kartu”. (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Pendapat yang serupa  juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan, "iya, saya sudah merespon  pemohon yang ingin mengisi formulir data dan memberikan pengarahan agar dapat dinilai baik dalam pelayanan". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat masyarakat 1,”Sudah,saya direspon dengan baik saat mengisi formulir data oleh petugas”(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2,”saat saya meminta pelayanan pengisian formulir data petugas sudah merespon saya dengan baik” (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat serupa disampaikan oleh Masyarakat 3,”ya sudah direspon oleh petugas” (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan diatas dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah pada langkah mendapatkan pelayanan dalam pemohon yang ingin mengisi formulir data. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indikator Petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dalam pemohon yang ingin mengisi formulir data Sangat Berkualitas.
c. Penerbitan

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah merespon pemohon yang ingin Menerbitkan Surat Pengantar Kartu Keluarga, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "ya,masalah penerbitan surat menyurat yang di inginkan masyarakat sudah kami respon ”. (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang serupa  juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan, "iya, saya sudah merespon  pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar kartu keluarga". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat masyarakat 1,”ya,petugas sudah merespon permohonan penerbitan surat pengantar kartu keluarga yang saya inginkan”(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2,”sudah,soal penerbitan petugas merespon dengan baik” (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat serupa disampaikan oleh Masyarakat 3,”ya,petugas sudah merespon permohonan saya” (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah pada langkah mendapatkan pelayanan dalam Penerbitan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan)berdasarkan indikator Petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dalam Penerbitan Sangat Berkualitas.

2. Petugas melakukan pelayanan dengan cepat
a. Meminta surat pengantar RT setempat

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dengan cepat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "Ya, sejauh ini kami sudah melayani pemohon dengan cepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kasi Pemerintahan"sudah,pelayanan yang cepat lah yang diinginkan seluruh msyarakat/pemohon". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 1 "Ya, saat saya meminta surat pengantar RT setempat sudah dilayani dengan cepat oleh petugas". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2, "kurang, bahkan saya sempat di abaikan beberapa saat ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 3, "Ya,pelayanan yang diberikan kepada saya sudah cepat ".(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah cepat dan ada 1 orang menjawab kurang cepat mengenai pelayanan pemohon yang ingin mendapatkan surat pengantar RT setempat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan cepat dalam pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dikategorikan berkualitas.

b. Mengisi Formulir Data

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin mengisi formulir  dengan cepat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "Ya, masyarakat yang ingin mengisi formulir dalam langkah kedua untuk persyaratan pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga sudah terlayani dengan cepat oleh kami ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang sama oleh Kasi Pemerintahan, "saya rasa pemohon sudah mendapatkan pelayanan yang cepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "tidak,pada saat saya ingin mendapatkan pelayanan terkadang aparatur sedang tidak di kantor sehingga terjadinya keterlambatan pelayanan yang saya dapatkan ".(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2, "iya,petugas sudah memberikan pelayanan yang cepat". (Wawancara tanggal 17 Juni 2023). 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Masyarakat 3, “ sudah cepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah cepat dan ada 1 orang menjawab kurang cepat mengenai pelayanan pemohon yang ingin mengisi formulir data.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan cepat dalam langkah pemohon yang ingin mengisi formulir data dikategorikan berkualitas.

c. Penerbitan

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga dengan cepat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan "ya, kami berikan pelayanan yang cepat sejauh ini" (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang senada disampaikan oleh Kasi Pemerintahan "ya sudah,pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dari kami khususnya dalam hal penerbitan sudah kami layani dengan cepat " (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang disampaikan oleh Masyarakat 1, "ya, sudah dilayani dengan cepat”(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2, "tidak,pelayanan yang diberikan dapat dibilang lambat terhadap penerbitan". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 3, "agak lambat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 3 orang menjawab ya/sudah cepat dan ada 2 orang menjawab lambat mengenai pelayanan pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan cepat dalam langkah pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga dikategorikan berkualitas.

3. Petugas melakukan pelayanan dengan tepat
a. Meminta surat pengantar RT setempat

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dengan tepat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "ya, pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dalam hal meminta surat pengantar RT setempat sudah dilayani dengan tepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh kasi Pemerintahan, "ya,selama ini sudah melayani dengan tepat terhadap para masyarakat/pemohon". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "iya,pelayan yang diberikan kepada saya sudah tepat terhadap apa yang saya inginkan ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Masyarakat 2, "Sudah,petugas yang melayani proses permohonan meminta surat pengantar RT setempat sudah melayani dengan tepat ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat 3, "Ya,pelayanan yang diberiakan sudah tepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah tepat mengenai pelayanan pemohon yang ingin mendapatkan surat pengantar RT setempat.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan tepat dalam pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dikategorikan sangat berkualitas.

b. Mengisi Formulir Data

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin mengisi formulir data dengan tepat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "Ya, kami para aparatur sudah memberikan pelayanan yang tepat bahkan dalam kasus yang sedang diangkat yaitu pemohon yang ingin mendaptkan pelayanan dalam hal mengisi formulir data bagi yang ingin membuat surat pengantar kartu keluarga". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang sama oleh Kasi Pemerintahan, "ya,sejauh ini menurut saya sudah memberikan pelayanan yang tepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "tidak,saat proses saya sebagai masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mengisi formulir data untuk langkah pembuatan surat pengantar kartu keluarga malah di beri formulir untuk langkah pembuatan surat pengantar lainnya  ".(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2, "iya,petugas sudah memberikan pelayanan yang tepat dengan apa yang saya inginkan". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Masyarakat 3, “ sejauh ini selama beberapa kali diberi pelayanan saya merasa sudah tepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah tepat dan ada 1 orang menjawab kurang tepat mengenai pelayanan pemohon yang ingin mengisi formulir data.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan tepat dalam langkah pemohon yang ingin mengisi formulir data dikategorikan berkualitas.

c. Penerbitan

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga dengan tepat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan "ya, kami sudah memberikan pelayanan penerbitan surat pengantar kartu keluarga yang tepat sejauh ini untuk masyarakat/pemohon" (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat yang senada disampaikan oleh Kasi Pemerintahan "ya sudah,pemohon yang ingin mendapatkan pelayana penerbitan sudah terlayani dengan tepat " (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang disampaikan oleh Masyarakat 1, "ya, sudah dilayani dengan tepat”(Wawancara tanggal 18 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2, "ya permohonan penerbitan yang saya inginkan sudah tepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 3, "pelayan penerbitan surat pengantar kartu keluarga yang saya alami sudah tepat dari para petugas". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah tepat mengenai pelayanan pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan tepat dalam langkah pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga dikategorikan sangat berkualitas.

4. Petugas melakukan pelayanan dengan cermat
a. Meminta surat pengantar RT setempat

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dengan cermat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "ya,untuk menghindari kesalahan dalam,kami para petugas selalu melayani masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dalam hal meminta surat pengantar RT setempat dengan cermat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh kasi Pemerintahan, "ya,selama ini sudah melayani dengan cermat terhadap para masyarakat/pemohon". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "tidak,pelayan yang diberikan kepada saya belum cermat terlihat saat saya ingin meminta surat pengantar RT setempat malah diberikan surat lain sehingga menurut saya petugas kurang jeli(cermat)". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat senada juga disampaikan oleh Masyarakat 2, "Sudah,petugas yang melayani proses permohonan meminta surat pengantar RT setempat sudah melayani dengan cermat ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat 3, "Ya,pelayanan yang diberiakan sudah cermat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah cermat dan 1 orang menjawab tidak/belum  cermat mengenai pelayanan pemohon yang ingin mendapatkan surat pengantar RT setempat.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan cermat dalam pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dikategorikan berkualitas.

b. Mengisi Formulir Data

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin mengisi formulir data dengan cermat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "Ya, dalam melayani pemohon yang ingin mengisi formulir data sudah dilayani dan agar tidak terjadi kesalahan maka kami juga sudah memberikan pengarahan dalam proses pengisian sehingga dapat dikatakan bahwa kami sudah melakukan pelayanan yang cermat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang sama oleh Kasi Pemerintahan, "ya,sejauh ini menurut saya sudah memberikan pelayanan secara cermat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "ya, secara keseluruhan selama mendapatkan pelayanan dalam pengisian fprmulir data sudah dilayani secara cermat oleh petugas".(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2, "iya,petugas sudah memberikan pelayanan cermat dengan apa yang saya inginkan". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Masyarakat 3, “pelayanan pengisisan formulir data untuk persyaratan pembuatan surat pengantar kartu keluarga sudah cermat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah cermat mengenai pelayanan pemohon yang ingin mengisi formulir data.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan cermat dalam langkah pemohon yang ingin mengisi formulir data dikategorikan sangat berkualitas.

c. Penerbitan

Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga dengan cermat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan "ya, kami sudah memberikan pelayanan penerbitan surat pengantar kartu keluarga secara cermat selama ini untuk masyarakat/pemohon" (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat yang senada disampaikan oleh Kasi Pemerintahan "ya sudah,memberikan pelayanan yang cermat kepada pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar kartu keluarga akan menghindari kesalahan dalam proses  " (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 1, "ya sudah,pelayanan terhadap permohonan penerbitan yang saya inginkan sudah dilakukan dengan cermat oleh petugas". (Wawancara tanggal 17 Juli 2022).

Pendapat yang disampaikan oleh Masyarakat 2, "ya, sudah dilayani dengan cermat”(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 3, "menurut saya masih belum cermat".  

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah cermat dan 1 orang menjawab tidak/belum cermat mengenai pelayanan pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan cermat dalam langkah pemohon yang ingin menerbitkan surat pengantar Kartu Keluarga dikategorikan berkualitas.

5. Petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat

a. Meminta surat pengantar RT setempat
Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dengan waktu yang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "ya,kami selalu melayani masyarakat/pemohon di waktu yang tepat  ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh kasi Pemerintahan, "ya,kami sudah memberikan pelayanan di waktu yang tepat bagi masyarakat/pemohon ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "belum,pelayan yang diberikan kepada saya belum di waktu yang tepat terlihat saat saya ingin meminta surat pengantar RT setempat dilayani di waktu jam istirahat bagi para petugas". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat oleh Masyarakat 2, "Sudah,petugas yang melayani proses permohonan meminta surat pengantar RT setempat sudah melayani saya di waktu yang tepat bagi mereka bertugas ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat 3, "Ya,pelayanan yang diberiakan sudah berada di waktu yang tepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 4 orang menjawab ya/sudah dengan waktu yang tepat dan 1 orang menjawab tidak/belum dengan waktu yang tepat  mengenai pelayanan pemohon yang ingin mendapatkan surat pengantar RT setempat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat dalam pemohon yang ingin meminta surat pengantar RT setempat dikategorikan berkualitas.

b. Mengisi Formulir Data
Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin mengisi formulir  dengan cepat,hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: 

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "Ya, masyarakat yang ingin mengisi formulir dalam langkah kedua untuk persyaratan pembuatan surat pengantar Kartu Keluarga sudah terlayani dengan waktu yang tepat ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Pendapat yang sama oleh Kasi Pemerintahan, "ya, pelayanan yang kami berikan terhadap pemohon yang ingin mengisi formulir data sudah berada di waktu yang tepat saat kami bekerja". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat Masyarakat 1, "ya,petugas sudah memberikan pelayanan pengisian formulir data untuk saya di waktu yang tepat".(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2, "iya,petugas sudah memberikan pelayanan di waktu yang tepat saat saya ingin mendapatkan pelayanan pengisian formulir data untuk pembuatan surat pengantar kartu keluarga". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Masyarakat 3, “ pelayanan petugas sudah berada di waktu yang tepat". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 5 orang menjawab ya/sudah dengan waktu yang tepat mengenai pelayanan pemohon yang ingin mengisi formulir data.Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) berdasarkan indicator Petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat dalam langkah pemohon yang ingin mengisi formulir data dikategorikan sangat berkualitas.

c. Penerbitan
Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) sudah melayani pemohon yang ingin Menerbitkan Surat Pengantar Kartu Keluarga dengan waktu yang tepat, hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Pendapat yang dikemukakan oleh Sekretaris Camat beliau mengatakan, "ya,pelayanan penerbitan surat pengantar kartu keluarga yang di inginkan masyarakat sudah kami layani di waktu yang tepat dengan prosedur jam kerja ”. (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat yang serupa  juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan, "iya, pelayanan yang kami berikan selalu berada di waktu yang tepat ". (Wawancara tanggal 17 Juli 2023). 

Pendapat masyarakat 1,”belum,petugas bahkan memberikan pelayanan di waktu yang tidak tepat (waktu jam istirahat) alasannya yang di berikan petugas ialah dikarenakan proses penerbitan surat pengantar kartu keluarga cuman sebentar tutur petugas”(Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat Masyarakat 2,”belum,awalnya disaat jam kerja petugas acuh tak acuh terhadap saya yang ingin menerbitkan surat pengantar kartu keluarga hingga beberapa saat baru dilayani” (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).

Pendapat serupa disampaikan oleh Masyarakat 3,”disaat penerbitan menurut saya petugas tidak melayani saya di waktu yang tepat” (Wawancara tanggal 17 Juli 2023).
Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan di atas dapat diketahui bahwa ada 2 orang menjawab ya/sudah dengan waktu yang tepat dan 3 orang menjawab tidak/belum dengan waktu yang tepat pada langkah mendapatkan pelayanan dalam Penerbitan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan)berdasarkan indikator Petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dalam Penerbitan cukup berkualitas.

Tabel 3 : Hasil rekapitulasi wawancara terhadap kualitas pelayanan pembuatan surat pengantar kartu keluarga dilihat dari aspek responsiveness (ketanggapan)

	Variablel
	Dimensi
	Indikator
	Kategori

	Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan)
	Petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
	Meminta surat pengantar RT setempat
	Sangat berkualitas
	Sangat berkualitas

	
	
	Mengisi formulir data
	Sangat berkualitas
	

	
	
	Penerbitan
	Sangat berkualitas
	

	
	Petugas melakukan pelayanan dengan cepat
	Meminta surat pengantar RT setempat
	Berkualitas
	Berkualitas

	
	
	Mengisi formulir data
	Berkualitas
	

	
	
	Penerbitan
	Berkualitas
	

	
	Petugas melakukan pelayanan dengan tepat
	Meminta surat pengantar RT setempat
	Sangat berkualitas
	Berkualitas

	
	
	Mengisi formulir data
	Berkualitas
	

	
	
	Penerbitan
	Sangat berkualitas
	

	
	Petugas melakukan pelayanan dengan cermat
	Meminta surat pengantar RT setempat
	Berkualitas
	Berkualitas

	
	
	Mengisi formulir data
	Sangat berkualitas
	

	
	
	Penerbitan
	Berkualitas
	

	
	Petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
	Meminta surat pengantar RT setempat
	Berkualitas
	Berkualitas

	
	
	Mengisi formulir data
	Sangat berkualitas
	

	
	
	Penerbitan
	Cukup berkualitas


	


Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dari indikator petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dikategorikan sangat berkualitas , dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan cepat dikategorikan berkualitas , dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan tepat dikategorikan berkualitas ,dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan tepat dikategorikan berkualitas,dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan cermat dikategorikan berkualitas,dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat dikategorikan berkualitas.Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dikategorikan berkualitas .

Tabel 4 : Hasil rekapitulasi penelitian

	Indikator
	Kategori
	Kesimpulan

	Petogas merespon pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
	Sangat berkualitas


	Berkualitas

	Petugas melakukan pelayanan dengan cepat
	Berkualitas
	

	Petugas melakukan pelayanan dengan tepat
	Berkualitas
	

	Petugas melakukan pelayanan dengan cermat
	Berkualitas
	

	Petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
	Berkualitas
	


Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dari indikator petugas merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan dikategorikan sangat berkualitas , dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan cepat dikategorikan berkualitas , dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan tepat dikategorikan berkualitas ,dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan tepat dikategorikan berkualitas,dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan cermat dikategorikan berkualitas,dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat dikategorikan berkualitas.Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dikategorikan berkualitas.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN 

Dari hasil rekapitulasi jawaban wawancara dan dari pengamatan  peneliti, maka peneliti menyimpulkan atau membahas dengan dukungan teori Penelitia kualitas pelayanan publik menurut Zeithhaml, parasaruman dan Berry  dalam Hardiansyah ( 2011: 46) yang menggunakan aspek responsiveness ( ketanggapan).

Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) dari indikator petugas merespon pemohon yang ingin mendaptkan pelayanan terhadap pemohon yang membuat surat pengantar kartu keluarga melalui langkah-langkah berikut: meminta surat pengantar RT setempat,mengisi formulir data,dan penerbitan,maka diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) sudah sangat berkualitas hasil ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakakukan si peneliti.

Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan cepat terhadap pemohon yang membuat surat pengantar kartu keluarga melalui langkah-langkah berikut: meminta surat pengantar RT setempat,mengisi formulir data,dan penerbitan,maka diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) sudah berkualitas hasil ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakakukan si peneliti.

Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan tepat terhadap pemohon yang membuat surat pengantar kartu keluarga melalui langkah-langkah berikut: meminta surat pengantar RT setempat,mengisi formulir data,dan penerbitan,maka diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) sudah berkualitas hasil ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakakukan si peneliti.

Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan cermat terhadap pemohon yang membuat surat pengantar kartu keluarga melalui langkah-langkah berikut: meminta surat pengantar RT setempat,mengisi formulir data,dan penerbitan,maka diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) sudah berkualitas hasil ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakakukan si peneliti.

Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) dari indikator petugas melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat terhadap pemohon yang membuat surat pengantar kartu keluarga melalui langkah-langkah berikut: meminta surat pengantar RT setempat,mengisi formulir data,dan penerbitan,maka diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) sudah berkualitas hasil ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakakukan si peneliti.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) pada Kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dikategorikan berkualitas.

Mendukung penelitian terdahulu oleh Silmi (2019), Susanto dan Anggraini (2019) , Akay dkk (2021) bahwa kualitas pelayanan Kelurahan sudah berkualitas dan Tidak mendukung  penelitian oleh Hasyim, dkk (2021) Dan Khaz, dkk (2023)  bahwa kualitas pelayanan Kelurahan belum berkualitas.
BAB V

PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dilihat Dari Aspek Responsiveness (Ketanggapan) pada kantor Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dikategorikan berkualitas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas,penulis juga ingin memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Agar pelayanan yang diberikan oleh semua aparatur di kantor kecamatan Haruai terus di tingkatkan jangan berleha-leha walaupun sudah di nilai berkualitas karna masyarakat selalu ingin diberikan pelayanan yang terbaik.
2. Diharapkan pada tahapan penerbitan dilakukan secara cepat agar pemohon tidak menunggu lama seperti yang di gambarkan oleh jawaban masyarakat.
3. Dan diharapkan para petugas juga jangan berkeliaran diluar pada saat jam bekerja karna terdapat masalah yang timbul terhadap pelayanan yang lambat diterima bahkan diabaikan dikarenakan petugas yang tidak ada di tempat.
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Kualitas Pelayanan dilihat dari Aspek Responsiveness (ketanggapan) (Zelthaml, Parasarurnan dan Berry dalam Hardiansyah (2011:46) sebagai berikut:


1) Merespon setiap pelanggan pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 


2) Petugas aparatur melakukan pelayanan dengan cepat


3) Petugas aparatur melakukan pelayanan dengan tepat


4) Petugas aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 


5) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat


 6) Semun keluhan pelanggan direspon oleh petugas








Tahapan pembuatan Surat pengantar kartu keluarga dari awal sampai dengan penerbitan:


Meminta surat pengantar RT setempat


Mengisi formulir data


Penerbitan 





PELAYANAN PEMBUATAN SURAT PENGANTAR KARTU KELUARGA DILIHAT DARI ASPEK RESPONSIVENESS (KETANGGAPAN) 





Berkualitas 





CAMAT


HANDI YANUARDI, S.IP, MA


NIP. 19760322 199503 1 001





SEKRETARIS CAMAT


RAMUJI, S.Sos, KP


NIP. 19720602 200701 1 022





PEJABAT


FUNGSIONAL





KASI PEMERINTAHAN


ASRANI, S.AP


NIP. 19661127 200701 1 014





KASI TRANTIB


TRI TOHA RAKHMAN, A.MD





VERIFIKATOR KEUANGAN


AKHMAD SAIDILLAH, AMD


NIP. 19660421 198602 2 004





KASI KESRA


AHMAD MASYHUDI,S.Sos


NIP. 19630505 198602 2 007





KASI PEMBANGUNAN


HADIJAH, A.MD


NIP. 19640828 198602 2 008





ADMINISTRASI UMUM


ABDUL SYAHID





Kasubag Perncanaan


MAYA LISANI,SSi,MM





Kasubag Umum & Kepegawaian


Arbainsyah Eff,SE









